
BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan

dan saran seperti berikut:

5.1 Kesimpulan
Alasan dihapusnya kebijakan mandatory spending bidang kesehatan dalam

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dikarenakan beberapa faktor antara lain adalah

dibutuhkan pengalokasian yang merata serta lebih fleksibel sehingga dapat menciptakan

pelayanan kesehatan yang memenuhi standar kualitas tinggi. Penghapusan mandatory

spending kesehatan juga merupakan imbas adanya pandemi Covid-19 yang memerlukan

sistem kesehatan yang lebih kuat melalui pembiayaan yang berdasarkan kepada Rencana

Induk Kesehatan.

Faktor sumber daya manusia yang kurang berkualitas dalam hal pelaksanaan anggaran

kesehatan juga menyumbang alasan atas dihapusnya ketentuan mandatory spending. Dengan

adanya sanksi tidak menjalankan ketentuan anggaran minimal sebesar 10% dari APBD, maka

pengelola keuangan kesehatan terlalu terpaku pada pengalokasian 10% APBD dibanding

dengan tujuan adanya mandatory spending. Hal tersebut menyebabkan penggunaan anggaran

yang tidak mencapai sasaran meskipun jumlah anggaran meningkat.

Implikasi penghapusan mandatory spending dalam bidang kesehatan membuat aliran

dana kesehatan menjadi lebih fleksibel. Pengalokasian minimal 10% APBD yang awalnya

merupakan pijakan awal dan jaminan berubah menjadi dalam bentuk Rencana Induk

Kesehatan sebagai tolak ukur dan bentuk kepastian hukum bagi masyarakat dalam

pembangunan kesehatan, sehingga lebih memprioritaskan pada capaian program sasaran atau

kinerja yang akan dilakukan alih-alih hanya untuk mengejar suatu angka tertentu. Sanksi

pada Pasal 148 HKPD pun menjadi tidak berlaku dalam lingkup pengalokasian memenuhi

mandatory spending dana kesehatan. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana

kesehatan dibawah 10% dari APBD.

Pemerintah dapat mudah menyesuaikan keuangan di bidang kesehatan berdasarkan

program yang dibutuhkan sehingga setiap dana yang dikeluarkan akan digunakan sesuai

dengan peruntukannya. Sarana dan prasarana di Indonesia dapat memenuhi standar mutu dan

tersebar secara merata di seluruh Indonesia. Masyarakat Indonesia akan memiliki akses
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terhadap pelayanan kesehatan dengan mudah dengan kualitas yang baik. Dengan kualitas

yang baik, diharapkan angka kematian di Indonesia akan menurun dan menaikan Indeks

Pembangunan Manusia di Indonesia.

5.2 Saran
Dengan dihapusnya mandatory spending kesehatan, pengalokasian dana tidak

bertumpu pada angka 10%, melainkan berdasarkan Rencana Induk Kesehatan yang

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Pengalokasian dana kesehatan

seolah-olah tidak diberikan jaminan atau kepastian bagi masyarakat untuk diberikan

pelayanan melalui pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Sebenarnya, dengan adanya

Rencana Induk Kesehatan, pemerintah lebih dapat mencapai sasaran kinerja dengan

menyesuaikan kebutuhan dan potensi dalam daerah.

Hal yang menjadi penting sebagai “pengaman” atau jaminan adanya pembangunan

pelayanan kesehatan semenjak mandatory spending dihapus adalah proses perencanaan atas

program yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Hal tersebut harus didukung dengan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan anggaran (monev PA) yang kuat. Terutama dalam hal kegiatan sinkronisasi

program nasional antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pelaksanaan kegiatan

pemantauan dan evaluasi, spending review, dan pembinaan serta pengendalian.

Pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan dapat membuat peraturan yang

menginduk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan

Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Peraturan

dalam lingkup bidang kesehatan tersebut dapat mengatur mengenai kegiatan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan anggaran kesehatan, sehingga pengelola dan pengguna anggaran

kesehatan mempunyai pedoman yang jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan anggaran

serta akuntansi dan pelaporan keuangan bidang kesehatan.
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